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KAJIAN YURIDIS HAK PERWALIAN ANAK
DALAM PERCERAIAN DI INDONESIA®
Oleh : Mutmainnah Domu?

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah
untuk  mengetahui  bagaimana  hak
Perwalian anak karena perceraian menurut
sistem  hukum dan sumber hukum
Indonesia dan bagaimana implementasi hak
Perwalian anak. Dengan menggunakan
metode penelitian yuridis normative maka
dapat disimpulkan, bahwa: 1. Hak
Perwalian dalam sistem Hukum Perdata
Barat berdasarkan KUH. Perdata diatur
pada Buku Kesatu Bab XV tentang
Kebelumdewasaan dan Perwalian.
Perwalian pun diatur dalam Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (Bab XI) serta di dalam
Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Bab XV,
Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak. Hak perwalian anak
adalah hak yang dimohon penetapannya
sebagai pengemban anak yang belum
cukup umur baik terhadap kepentingan diri
pribadi anak maupun terhadap kepentingan
harta bendanya oleh pihak lain umumnya
dari anggota keluarga terdekat. 2. Hak
perwalian anak terkait erat dengan
perkawinan dan perkawinan itu sendiri
dapat menimbulkan perceraian dan juga
kehadiran anak-anak sebagai penerus
keturunan. Terjadi perceraian baik karena
cerai hidup maupun cerai mati, yang dapat
berakibat terhadap status hukum anak.
untuk mendapatkan hak perwalian anak
harus di ajukan ke Pengadilan agama bagi
yang beragama islam, maupun Pengadilan
negeri yang beragama Kristen.

Kata kunci: Perwalian, Anak, Perceraian.
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Hukum  Perkawinan di Indonesia
dibedakan atas hukum  perkawinan
menurut sistem hukum Barat (Hukum
Perdata Barat) yang pengaturannya ialah
dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan,®> dan dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).*
Kedua sumber hukum utama dari Hukum
Perkawinan menurut sistem hukum Barat
(Hukum Perdata Barat) tersebut, mengatur
berbagai aspek perkawinan, perceraian,
anak dan perwalian.

Tentang Perwalian (voogdij), merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Hukum
Perkawinan. Istilah “perwalian” berasal dari
kata dasar “wali”, yang berarti: “orang atau
badan yang menjalankan kekuasaan asuh
sebagai orang tua terhadap anak.”
Menurut Subekti dijelaskannya bahwa:
“Perwalian (voogdij), adalah pengawasan
terhadap anak yang di bawah umur, yang
tidak berada di bawah kekuasaan orang
tua, serta pengurusan benda atau kekayaan
anak tersebut di atur oleh undang-
undang.”®

Undang-Undang yang dimaksud
misalnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, mengatur tentang
Perwalian pada Bab XI, dan menyebutkan
antara lainnya bahwa “Anak yang belum
mencapai umur 18 (delapan belas) tahun
atau belum pernah  melangsungkan
perkawinan, yang tidak berada di bawah
kekuasaan orangtua, berada di bawah
kekuasaan wali” (Pasal 50 ayat 1).
KUHPerdata, mengatur tentang Perwalian,
dalam Buku Kesatu Bab XV di bawah judul

*Lihat UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

* Lihat KUHPerdata.

> M. Marwandan Jimmy. P., Kamus Hukum, Reality
Publisher, Surabaya, 2009, him. 642.

6 Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa,
Jakarta, 1989, him. 52.
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tentang Kebelumdewasaan dan Perwalian.’
Di samping itu, perwalian juga diatur dalam
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Ank pada Bab VII di
bawah judul tentang Perwalian.® Yang
menjadi permasalahannya ialah apakah
orangtua beragama Islam dapat menjadi
wali dalam rangka Perwalian bagi seorang
anak bukan beragama Islam? Atau
sebaliknya, dapatkah anak yang
bersangkutan yang beragama Islam
ditetapkan walinya bukan pemeluk agama
Islam?

Proses hukum penentuan Perwalian
adalah berdasarkan pada suatu penetapan,
yang jika penetapan pengadilan terhadap
orangtua dan wali yang sama-sama
beragama Islam, diatur dalam Undang-
Undang No. 50 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.
7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama,
menyatakan bahwa “Peradilan Agama
adalah peradilan bagi orang-orang vyang
beragama Islam” (Pasal 1 Angka 1).° Jika
bulan pemeluk agama Islam, maka tunduk
dalam yurisdiksi Peradilan Umum
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang No. 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum, vyang
merumuskan bahwa “Pengadilan adalah
pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di
lingkungan Peradilan Umum” (Pasal 1
Angka 1).%°

Terjadinya suatu perceraian tidak secara
serta merta dapat diterapkan Hak
Perwalian, oleh karena dalam perceraian

Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002,
him. 90.

¥ Lihat Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Bab VII Pasal 33 sampai dengan
Pasal 36.)

? Lihat Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama.

1% Lihat Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum.
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itu masih ada pertanggung jawaban hukum
orang tua terhadap anak meskipun kedua
orangtua bercerai. Perwalian anak baru
terjadi manakala kedua orangtua bercerai
dan meninggalkan anak kandungnya tanpa
diketahui  keberadaannya dan tanpa
memberikan izin atau pemberitahuan.

Pada dasarnya Hak Perwalian sering kali
menjadi rebutan di antara para wali, dan
lebih banyak disebabkan oleh faktor dan
motif ekonomi. Hak anak termasuk hak
kewarisannya dalam Perwalian tersebut
harus ditentukan melalui suatu Penetapan
Peradilan.  Masalah  perebutan  Hak
Perwalian menjadi masalah sangat serius.
manakala di antara anggota keluarga dekat
orang tua yang bercerai memiliki anak dan
hak kewarisan (harta benda), dan inilah
yang melatar belakangi penelitian dan
penulisan skripsi yang berjudul Kajian
Yuridis Hak Perwalian Anak Dalam
Perceraian di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hak Perwalian anak karena
perceraian menurut sistem hukum dan
sumber hukum Indonesia?

2. Bagaimana implementasi hak Perwalian
anak?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian
hukum normatif. Menurut Soerjono dan Sri
Mamudji,** dalam penelitian  hukum
normatif, bahan pustaka merupakan data
dasar vyang dalam ilmu penelitian
digolongkan sebagai data sekunder.

PEMBAHASAN
A. Hak Perwalian Karena Perceraian
Menurut Sistem Hukum dan Sumber
Hukum Indonesia
Tempat atau kedudukan Undang-
Undang untuk mana menyebutkan contoh-
contohnya seperti Undang-Undang No. 1

llsoerjonoSoekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian
Hukum  Normatif. Suatu Tinjauan  Singkat,
RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, him. 24.
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Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak, adalah bagian
penting dari sumber-sumber hukum di
Indonesia, Hak Perwalian dalam sistem
Hukum Perdata Barat berdasarkan KUH.
Perdata diatur pada Buku Kesatu Bab XV
tentang Kebelumdewasaan dan Perwalian.
Subekti menjelaskan Perwalian sebagai
berikut :

“Perwalian (Voogdij) adalah pengawasan
terhadap anak yang dibawah umur, yang
tidak berada di bawah kekuasaan
orangtua serta pengurusan benda atau
kekayaan anak tersebut diatur oleh
undang-undang. Dengan  demikian,
berada dibawah perwalian. Anak yang
berada di bawah perwalian adalah :

a. Anak sah yang kedua orangtuanya
telah dicabut kekuasaannya sebagai
orangtua;

b. Anak sah yang orangtuanya telah
bercerai;

c. Anak yang lahir di luar perkawinan
(natuurlijk kind).12

Uraian  Subekti tersebut di atas
didasarkan pada sistem Hukum Perdata
Barat (KUH. Perdata), dan perwalian pun
diatur pula di dalam Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan (Bab XI)
serta di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)
pada Bab XV. Baik ketentuan Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 maupun
Kompilasi Hukum Islam, adalah sumber
Hukum Islam, juga terdapat pula sumber
hukum lainnya yakni Peradilan Agama
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama yang dalam
Penjelasan Pasal 49 dijelaskan, vyang
dimaksudkan dengan ‘perkawinan’ adalah
hal-hal yang dianut dalam atau berdasarkan

12 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Op Cit, him.
52-53

undang-undang mengenai perkawinan yang

berlaku yang dilakukan menurut syariah,

antara lain :**

1. lzin beristri lebih dari seorang;

2. lzin melangsungkan perkawinan bagi

orang yang belum berusia 21 (dua

puluh satu) tahun, dalam hal orangtua
wali, atau keluarga dalam garis lurus
ada perbedaan pendapat;

Dispensasi kawin;

Pencegahan perkawinan;

5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai
Pencatat Nikah;

6. Pembatalan perkawinan;

7. Gugatan kelalaian atas kewajiban
suami dan istri;

8. Perceraian karena talak;

9. Gugatan perceraian;

10. Penyelesaian harta bersama;

11. Penguasaan anak-anak;

12. lbu dapat memukul biaya
pemeliharaan dan pendidikan anak
bilamana bapak yang seharusnya
bertanggungjawab tidak mematuhinya;

13. Penentuan kewajiban memberi biaya
penghidupan oleh suami kepada bekas
istri atau penentuan suatu kewajiban
bagi bekas istri;

14. Putusan tentang sah tidaknya seorang
anak;

15. Putusan tentang
kekuasaan orangtua;

16. Pencabutan kekuasaan wali;

17. Penunjukan orang lain sebagai wali
oleh pengadilan dalam hal kekuasaan
seorang wali dicabut;

18. Penunjukkan seorang wali dalam hal
seorang anak yang belum cukup umur
18 (delapan belas) tahun vyang
ditinggalkan kedua orangtuanya;

19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian
atas harta benda anak yang ada di
bawah kekuasaannya;

hw

pencabutan

2 Lihat UU. No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama (Penjelasan Pasal 49)
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20. Penetapan asal usul seorang anak dan

penetapan pengangkatan anak
berdasarkan Hukum Islam;

21. Putusan tentang hal penolakan
pemberian keterangan untuk
melakukan perkawinan campuran;

22. Pernyataan tentang sahnya

perkawinan vyang terjadi sebelum
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan dan dijalankan
menurut peraturan yang lain.

Berdasarkan pembahasan  tentang
masalah perkawinan dan aspek-aspek
hukum lainnya tersebut di atas, terdapat
beberapa hal pokok yang bertalian dengan
perwalian, antara lainnya ialah : putusan
tentang pencabutan kekuasaan orangtua;
pencabutan kekuasaan wali; penunjukkan
orang lain sebagai wali oleh pengadilan
dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut ;
penunjukkan seorang wali dalam hal
seorang anak yang belum cukup umur 18
tahun yang ditinggal oleh kedua
orangtuanya ; dan tentunya ialah
perceraian.

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009
untuk mana ruang lingkupnya yang
dikemukakan tersebut di atas, mengatur
kompetensi atau yurisdiksi peradilan yakni
Peradilan Agama, yang dirumuskan bahwa
“Peradilan Agama adalah peradilan bagi
orang-orang yang beragama Islam”. (Angka
1). Undang-Undang No. 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan mengemukakan hal
yang sama dan menyatakan bahwa
“Peradilan Agama sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berwenang memeriksa,
mengadili, memutus, dan menyelesaikan
perkara antara orang-orang yang beragama
Islam sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan” (Pasal 25 ayat (3).**
Persyaratan pokoknya ialah para pihak
harus beragama Islam dan disinilah berlaku
kompetensi absolut (yurisdiksi absolut)
pada Peradilan Agama. Konsekuensinya

“ Lihat UU. No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman (Pasal 25 ayat (3).
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ialah jika pada suatu kasus perwalian
terdapat satu pihak bukan beragama Islam,
menjadi kewajiban Pengadilan Agama
untuk menolak mengadilinya, sehingga
yang berhak ialah Pengadilan Negeri.

Konsekuensi hukum lainnya dapat
terjadi jika para pihak sama-sama
beragama Islam, akan tetapi sengketa
perwalian diajukan ke Pengadilan Negeri,
maka  Pengadilan  Negeri  dimaksud
seyogianya menolak dengan alasan bahwa
kompetensinya berada pada pengadilan
Agama untuk menyelesaikannya. Terjadi
pula kasus misalnya, anak wali beragama
Islam sementara pemohon untuk menjadi
walinya beragama lain selain agama Islam.

Adapun dari sistem Hukum Adat dan
sumber Hukum Adat ternyata konsep
perwalian tidak dikenal dalam Hukum Adat,
terutama di kalangan masyarakat
kekerabatan. Oleh karena itu, bagi
keluarga-keluarga modern vyang masih
memelihara hubungan kekerabatannya
tidak banyak yang tertarik memanfaatkan
kekuasaan orangtua dan perwalian anak
tersebut.”

Dengan demikian, perwalian hanya
dikenal dalam sistem Hukum Perdata Barat
berdasarkan ketentuan dalam KUH. Perdata
serta dalam sistem  Hukum Islam,
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
dalam Kompilasi Hukum Islam.

B. Implementasi Hak Perwalian Anak
Perlu terlebih dahulu dikemukakan
bahwa konsep perwalian merupakan istilah
yang berasal dari kata dasar “Wali”, yang
dapat pula berarti sebagai pengampu,
sebagai pelindung, sebagai pengayom, dan
lain-lainnya. Konsep perwalian untuk
menyebutkan wali, berbeda dari
terminologi yang umum dikenal sekarang
antara lainnya ialah : Wali murid, Walikota,
Dosen Wali, Band wali, dan lain-lainnya.

15HiImanHadikusuma, Hukum Kekerabatan Adat,
Fajar Agung, Jakarta, 1987, him. 113
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Perwalian diletakkan pada situasi dan
kondisi awal yakni kedua orangtua si anak
yang tidak cakap atau tidak mampu
menjalankan kewajibannya sebagai
orangtua, atau oleh karena timbulnya
perceraian bahkan terjadi salah seorang
dari kedua orangtua anak dicabut
kekuasaannya sebagai orangtua
(ouderlijkmacht).

Kedua orangtua menurut hukum dapat
dicabut kekuasaannya terhadap anak.
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
menentukan bahwa “Anak yang belum
mencapai umur 18 (delapan belas) tahun
atau belum pernah  melangsungkan
perkawinan ada di bawah kekuasaan
orangtuanya semula mereka tidak dicabut
dari kekuasaannya” (Pasal 47 ayat (1).
Beberapa unsur dalam ketentuan tersebut
ialah tentang anak, yang ditentukan belum
mencapai umur 18 tahun dan belum
melangsungkan perkawinan. Unsur ini
menempatkan status hukum anak berada di
bawah kekuasaan orangtuanya. Sedangkan
orangtuanya yang dimaksud ialah ayah dan
ibunya. Unsur ini juga menentukan status
hukum anak dalam keluarga (rumah
tangga) sebagai anak sah sekaligus sebagai
anak kandung.

Unsur kekuasaan orangtua terhadap
anak selama mereka tidak dicabut dari
kekuasaannya, berarti dapat terjadi
kekuasaan orangtua terhadap anak
berakhir karena hal-hal tertentu seperti
dicabut, dan pencabutan kekuasaan
orangtua terhadap anak ditentukan lebih
lanjut dalam Pasal 49 ayat-ayatnya dari
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagai
berikut :

(1) Salah seorang atau kedua orangtua
dapat dicabut kekuasaannya terhadap
seorang anak atau lebih untuk waktu
yang tertentu atas permintaan
orangtua vyang lain, keluarga anak
dalam garis lurus ke atas dan saudara
kandung vyang telah dewasa atau

pejabat yang berwenang, dengan

keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

a. la sangat melalaikan kewajibannya

terhadap anaknya;

b. la berkelakuan buruk sekali.

(2) Meskipun orangtua dicabut
kekuasaannya, mereka masih tetap
berkewajiban untuk memberi biaya
pemeliharaan kepada anak tersebut.
Terdapat perbedaan antara Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 dengan

Kompilasi Hukum Islam, mengenai batas

umur. Di atas ditentukan dalam Pasal 50

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bawah

anak yang belum mencapai umur 18

(delapan belas) tahun atau belum pernah

melangsungkan perkawinan, yang tidak

berada di bawah kekuasaan orangtua,
berada di bawah kekuasaan wali.

Sementara  Kompilasi  Hukum  Islam

menentukan bahwa perwalian hanya

terhadap anak yang belum mencapai umur

21 (dua puluh satu) tahun atau belum

pernah melangsungkan perkawinan (Pasal

107 ayat (1).

Subekti,*® menerangkan jika salah satu
orangtua meninggal, menurut undang-
undang, orangtua yang lainnya dengan
sendirinya menjadi wali dari anaknya.
Perwalian ini  dinamakan  perwalian
menurut undang-undang
(wettelijkevoogdij). Seorang anak yang lahir
di luar perkawinan berada di bawah
perwalianorangtua yang mengakuinya.

Jika kedua orangtua masih hidup dan
dicabut kekuasaannya terhadap anak,
tentunya terkait erat dengan
ketidakmampuan pemenuhan kewajiban
dan tanggungjawabnya, karena kelakuan
orangtua yang buruk seperti suka
melakukan penganiayaan, kurang perhatian
terhadap arti pentingnya pendidikan bagi
anak-anaknya, atau karena penelantaran
anak oleh orangtua yang bersangkutan.

16 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Op Cit, him.
53
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Manakala terjadi salah seorang dari
orangtua meninggal dunia, dapat pula
dicabut dari kekuasaannya jika tidak
mampu  memenuhi  kewajiban  dan
tanggungjawabnya, seperti dalam
pemeliharaan dan pendidikan anak-
anaknya. Sebagai orang tua tunggal (single
parent) misalnya seorang ibu, tentunya
akan kesulitan memenuhi kebutuhan
pemeliharaan dan pendidikan anak-
anaknya kalau tidak mendapatkan dana
sebagai hasil kegiatan ekonomis. Demikian
pula dapat terjadi jika kedua orangtua
bercerai, maka perwalian terhadap anak
dapat dilakukan.

Perceraian baik karena cerai mati atau
karena cerai hidup memiliki perbedaan
mendasar. Pada cerai hidup, lazimnya
ketentuan peraturan perundang-undangan
menentukan kewajiban pemeliharaan dan
pendidikan anak berada pada pihak istri,
dengan alasan antara lainnya anak yang
bersangkutan belum cukup umur lebih
dekat secara psikologisnya dengan ibunya.
Pada cerai-mati, pun terjadi demikian
apabila ayah vyang mati sehingga ibu
berfungsi sekaligus sebagai walinya yang
diberi kewajiban dan tanggungjawab
membesarkan anak-anaknya, memberikan
pemeliharaan dan pendidikan serta
membimbing anak-anaknya agar menjadi
orang yang mandiri, bertanggung jawab
serta dapat memiliki bekal bagi
kelangsungan kehidupannya selanjutnya.

Perceraian sebagai suatu pranata hukum
dan menjadi bagian penting dalam Hukum
Perkawinan, akan membawa akibat hukum
tertentu baik kepada para pihak selaku
orangtua yang bercerai, maupun terhadap
anak-anaknya serta terhadap akibat hukum
dalam harta bersama dan harta bawaan
dari salah seorang dari kedua orangtua
yang bercerai tersebut. Akibat hukum yang
terjadi sehubungan dengan perwalian ialah
merupakan hak anak untuk mendapatkan
hak perwalian.

Jika kedua orangtua masih hidup dan
anak-anaknya berada di bawah umur, akan
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tetapi tidak mampu melakukan kewajiban
dan tanggungjawab terhadap anak sebagai
konsekuensi dari kekuasaan orangutan,
maka pencabutan kekuasaan orangtua
merupakan landasan  hukum  untuk
diwujudkan lebih lanjut. Ketidak mampuan
kedua orangtua memenuhi kewajibannya
sebagai orangtua adalah salah satu alasan
untuk dimintakan hak perwalian.

Ruang lingkup hak perwalian tidak
semata-mata mengenai diri anak atau anak-
anaknya, melainkan juga terhadap harta
benda. Pada dasarnya, harta benda sebagai
harta bersama dapat pula mengikuti hak
perwalian oleh karena pemanfaatannya
untuk kepentingan pribadi si anak kurang
terwujud dengan baik sebagaimana bahwa
perwalian itu mengenai pribadi anak yang
bersangkutan maupun harta benda (Pasal
50 ayat (1).

Perihal wali itu sendiri, dalam Undang-
Udnang No. 1 Tahun 1974 ditentukan pada
Pasal 51 ayat-ayatnya, sebagai berikut :

(1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orangtua
yang menjalankan kekuasaan orangtua,
sebelum ia meninggal, dengan surat
wasiat atau dengan lisan dihadapan 2
(dua) orang saksi.

(2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari
keluarga anak tersebut atau orang lain
yang sudah dewasa, berpikiran sehat,
adil, jujur dan berkelakuan baik.

(3) Wali wajib mengurus anak yang di
bawah penguasaannya dan harta
bendanya  sebaik-baiknya  dengan
menghormati agama dan kepercayaan
anak itu.

(4) Wali wajib membuat daftar harta
benda anak yang berada di bawah
kekuasaannya pada waktu memulai
jabatannya dan mencatat semua
perubahan-perubahan harta benda
anak atau anak-anak itu.

(5) Wali bertanggung jawab tentang harta
benda anak yang berada di bawah
perwaliannya serta kerugian vyang
ditimbulkan karena kesalahan atau
kelalaiannya.
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Berdasarkan ketentuan tersebut di atas,
maka hak perwalian berada pada orang
lain, di luar orangtua si anak, yang dicabut
kekuasaannya karena hal-hal tertentu
seperti tidak cakap, berkelakuan buruk,
gemar menganiaya anak, kurang
memperhatikan kepentingan terbaik bagi
anak seperti kepentingan pemeliharaan dan
pendidikan anak-anak yang bersangkutan.

Dalam situasi dan kondisi semacam itu,
tidak terjadi perceraian antara suami dan
istri, melainkan keduanya dicabut dari
kekuasaannya sebagai orangtua, sehingga
aspek hukum pemeliharaan dan pendidikan
anak serta pengurusan harta benda anak
berpindah atau beralih kepada pihak lain,
sebagai pengemban hak perwalian. Terkait
pula dengan pengaturan hak perwalian,
dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak, disebutkan
pada Pasal 33 ayat-ayatnya sebagai berikut:
(1) Dalam hal orangtua anak tidak cakap

melakukan perbuatan hukum, atau
tidak diketahui tempat tinggal atau
keberadaannya, maka seseorang atau
badan hukum yang memenuhi
persyaratan dapat ditunjuk sebagai
wali dari anak yang bersangkutan.

(2) Untuk menjadi wali anak sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
melalui penetapan pengadilan.

(3) Wali vyang ditunjuk sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) agamanya
harus sama dengan agama yang dianut
anak.

(4) Untuk  kepentingan  anak, wali
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
wajib mengelola harta milik anak yang
bersangkutan.

(5) Ketentuan mengenai syarat dan tata
cara penunjukkan wali sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 33 ayat-ayatnya dari
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak di atas, hanya
diberikan penjelasan pada ayat (2) bahwa

Pengadilan yang dimaksud dalam
ketentuan ini adalah Pengadilan Agama
bagi yang beragama Islam dan Pengadilan
Negeri bagi yang beragam selain Islam.

Selain ditentukan dalam Pengadilan baik
Pengadilan Agama sebagaimana diatur
dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009
maupun di Pengadilan Negeri, maka dikaji
secara yuridis terdapat kompetensi absolut
yang harus diperhatikan. Dalam ketentuan
Pasal 33 tersebut terdapat dua aspek
hukum penting untuk dikaji yakni hak
perwalian harus ditempatkan memiliki
kesamaan agama dengan anak wali. Dalam
arti kata, jika anak wali memeluk agama
Islam, keharusan pengemban hak perwalian
juga beragama Islam, sehingga terkait erat
dengan kompetensi absolut Pengadilan
Agama.

Dibandingkan antara Undang-Undang
No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak dengan Undang-Undang No. 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, maka ketentuan
dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002
justru lebih tegas menyatakan bahwa wali
yang ditunjuk agamanya harus sama
dengan agama yang dianut anak (Pasal 33
ayat (3). Dalam Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 justru tidak ada aturan
sebagaimana dimaksud kesamaan agama
tersebut di atas.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak Perwalian dalam sistem Hukum
Perdata Barat berdasarkan KUH. Perdata
diatur pada Buku Kesatu Bab XV tentang
Kebelumdewasaan dan Perwalian.
Perwalian pun diatur dalam Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (Bab Xl) serta di dalam
Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Bab
XV, Undang-Undang No 23 tahun 2002
tentang  Perlindungan  Anak. Hak
perwalian anak adalah hak vyang
dimohon penetapannya sebagai
pengemban anak yang belum cukup
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umur baik terhadap kepentingan diri
pribadi anak  maupun terhadap
kepentingan harta bendanya oleh pihak
lain umumnya dari anggota keluarga
terdekat.

2. Hak perwalian anak terkait erat dengan

perkawinan dan perkawinan itu sendiri
dapat menimbulkan perceraian dan juga
kehadiran anak-anak sebagai penerus
keturunan.
Terjadi perceraian baik karena cerai
hidup maupun cerai mati, yang dapat
berakibat terhadap status hukum anak.
untuk mendapatkan hak perwalian anak
harus di ajukan ke Pengadilan agama
bagi yang beragama islam, maupun
Pengadilan negeri yang beragama
Kristen.

B. Saran

1. Terdapat tidak sinkronnya penetapan
Pengadilan Negeri pada Permohonan
Hak Perwalian Anak. Dua permohonan
penetapan yang sama-sama dikabulkan
sedangkan para pemohon berbeda,
merupakan suatu bentuk ketidakpastian
hukum.

2. Perlunya  peningkatan  pemahaman
terhadap sistem-sistem hukum dan
sumber-sumber hukum di kalangan
aparat pengadilan, agar terhindar dari
suatu celah hukum.
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